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MOTTO : 

" Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya 
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apabiia kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu 

menghukum dengan adil." 

(Q.S. An-Nissa Ayat :58) 

Ku persembahkan kepada: 

• Ayahanda & Ibunda tercinta 

• Saudara-Saudaraku tersayang 

• Seseorang yang kusayang 

• Sahabat-sahabat seperjuangan 

• Agama, Nusa & Bangsa. 

• Almamater ku 
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JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERI lADAP INTELIJEN 
KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP 
TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI 

Penulis, Pembimbing 

AFAN AFIKA Lull Maknun, SH. MH 

ABSTRAK 

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adaiah sebagai 
berikut; 
1. Apakah peran Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana 

korupsi ? 
2. Bagaimanakah langkah-Iangkah yang dilakukan oleh Intelijen kejaksaan 

dalam mcngungkap terjadinya tindak pidana korupsi ? 

Selaras dengan tujuan yang bcrmaksud untuk mengetahui peran Intelijen 
kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi serta langkah-
Iangkah yang dilakukan oleh Intelijen kejaksaan dalam mcngungkap terjadinya 
tindak pidana korupsi, maka jenis penelitian ini adaiah penelitian hukum 
normative yang bersifat desknptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak 
bcrmaksud untuk menguji hipotesa. 

Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan 
dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi 
(Content Analisys) untuk selanjutnya dikontruksikan kc dalam suatu kesimpulan. 

Berdasarkan hasil pcmbahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi 

adaiah dengan menggalakkan Fungsi subseksi Intelijen (Intel) Kejaksaan 
Negeri, penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang intelijen, 
penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggualangi 
hambatan, tantangan, pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelejen, 
pcngamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas dengan memperhatikan 
koordinasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi Iain di 
daerah terutama dengan aparat intelijen. Berdasarkan Kcpulusan Jaksa Agung 
RI No.Kep-552/A/JA/10/2002, Subseksi Intelijen di Kejaksaan Negeri, 
memiliki tugas, pcngamanan idcologi politik; pengawasan media massa dan 
barang cetakan; pengawa.san orang asing dan cegah tangkal; ketentraman dan 
ketertiban umum; pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan; 
pcngamanan iiivcslasi dan produksi, pcngamanan sumber daya pcngamanan 
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e vonomi dan moneter, pcngamanan distribusi dan perdagangan, dan produksi 
dan sarana intelijen. 

2. I^^gkah-langkah yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan dalam mengungkap 
terjadinya tindak pidana korupsi terbagi dalam langkah yuridis dan langkah 
non yuridis, yaitu melakukan koordinasi secara baik dengan kejaksaan selain 
itu juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum 
pidana liana hukum tata negara. 
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KATA I ENGANTAR 

Assalamu'aiaikum Wr. Wb. 

Fuji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawal scrta salam yang 

tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga 

penulis dapal menyelesaikan sekripsi ini dengan judul : '"TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP INTELIJEN KEJAKSAAN D A L A M 

MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI". 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, 

kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adaiah sebagai 

manusiabiasa yang tak luput dari kesalaban dan banyak kckurangan, akan 

tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai 

pihak, akhimya kesukaran dan kesulitan tersebul dapat dilampaui, oleh 

karena itu dalam kesempalan ini penulis menyampaikan rasa tcrima kasih 

yang mendalam kepada: 

1. Yth. Bapak H.M. Idris, SE. M.Si selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 

2. Yth. Ibu Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dckan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I , I I , HI dan IV Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

4. Yth. Ibu Luil Maknun. SH. Mi l , selaku Ketua Bagian Uukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. sekaligus 

selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-

pclunjuk dan bimbingan dalam pcnulisan dan penyusunan skripsi ini. 
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5. Ylh. KHALISAH HD., SH. M.Hum, selaku Penasehat Akademik 

penulis. 

6. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawati 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. ^ 

7. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya 

memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah 

8. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi daiam 

penyelesaian penulisan skripsi ini. 

9. Teman-lemanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai 

amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin 

yarobbal Alamin. 

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima 

dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Palembang, 2015 

Penulis 

AFAN AFIKA 
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B A B l 

PENDAHIJLUAN 

A . Latar Belakang 

Dalam undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, 

terutama dalam Pasal 1 ayat 1 dan 3 telah dijelaskan secara tegas 

bahwa Negara Indonesia adaiah negara kesatuan yang berbcntuk 

Republik berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas 

kekuasaan belaka. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya 

didalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dalam alinea ke-

empat pembukaan Undang-Undang Dasari945, tujuan negara Indonesia 

adaiah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, menccrdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan 

tersebut, perlu adanya suatu upaya yang dilaksanakan,secara terus-

menerus dan bcrkesinambungan dengan tctap memperhatikan setiap 

aspek yang mempcngaruhi. Upaya inilah yang discbut dengan 

pembangunan. 
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Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang 

dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara 

berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi 

sumber daya nasional. Pengelolaan potensi sumber daya nasional 

tersebut mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan 

potensi sumber daya buatan, yang bertujuan untuk kemakmuran 

masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945. 

Pembangunan nasional itu dapat dikualifikasi sebagai upaya bangsa 

Indonesia untuk memberdayakan potensi idiologi, poiilik, hukum, 

sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan. 

Pelaksanaan pembangunan didalamnya terdapat banyak faktor 

penghambat salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang 

sangat mempcngaruhi perekonomian dan keuangan negara adaiah 

tindak pidana korupsi. Di berbagai belahan dunia pada umumnya dan di 

Indonesia pada khususnya, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang 

lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomcna ini dapat 

dimaklumi mengingat dampak negalif yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana korupsi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh 

dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman 

terhadap cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.' 

' Danr Krisnawati, dkk, liun^a Rampai Hukum f'iJana Khusus, Pena Pundi Aksara, 
Jakarta, 2006, hal. 78 



Dalam sejarah kehidupan manusia korupsi mungkin termasuk 

kejahatan tertua. sejarah korupsi bermula sejak awal manusia 

mengenai organisasi kemasyarakatan, sebagai contoh dalam tingkatan 

lerkecil kehidupan manusia korupsi sudah biasa dilakukan. Dalam 

lingkup organisasi kemasyarakatan praktik korupsi sudah dilakukan 

dengan hal-hal sepele, misalnya pemberian uang suap kepada oknum 

pemerintahan dalam per.ibuatan sural-surat adminislrasi. Agar birokasi 

menjadi lancar para pihak yang berkepentingan rela mcngeluarkan 

sejumlah uang demi mempercepal proses birokasi tersebut. Korupsi 

merupakan gejala kemasyarakatan yang sangat komplek dan rumit, 

seakan mudah dikenali tetapi dalam praktek kehidupan korupsi sulit 

untuk didekati hukum. 

Korupsi cenderung bersifat diam-diam dan rahasia, selain itu 

korupsi dilakukan tidak hanya seorang subyek hukum melainkan 

melibatkan banyak orang. Para pelaku tersebut dapat terlibat secara 

langsung sebagai pelaku maupun sebagai subyek yang hanya ikut 

menikmati hasil dari tindak pidana korupsi, diantara mereka saling 

menutupi dan dengan menghilangkan jejak untuk menghindari dari 

jerat hukum. Korupsi merupakan permasalahan yang bersifat 

universal dan tidak ada satu bangsa pun yang terbcbas dari masalah 
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korupsi. 

Tindak Pidana Korupsi adaiah salah salu jenis kejahatan yang 

dapat menyentuh berbagai macam kepentingan yang menyangkut hak 

asasi, idcologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral 

bangsa. Korupsi merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk 

ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat 

dari banyak diputus bebaskannya terdakwa kasus tindak pidana 

korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang 

tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Apabiia pelaku tindak 

pidana korupsi tertangkap dan dijatuhi vonis oleh majelis hakim sanksi 

hukuman pidana tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara yang 

ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.^ 

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulil diungkapkan karena 

para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta 

dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang 

terseiubung dan terorganisir (korporasi). Oleh karena itu kejahatan 

ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih atau disebut white collar 

crime, bahkan dapal discbut dengan kejahatan luar biasa. Menyadari 

kompleksnya permasalahan korupsi dilengah krisis multi dimensional 

serta ancaman nyata yang pasli akan terjadi, yailu dampak dari 
^ Ramclan. Pemhcranlasan Tindak Pidana Korupsi (PUSDIKi.A T Kejaksaan Agunp, R!) , 

Direklorat Produksi dan Sarana Inlel i jcn, Jakarta, 2003, haf. 13 
' I3vi I ia t lan l i , Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grat lka. Jakarta, 2006, hal- 26 
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keterlibatannya sebagai tersangki, maka mereka akan saling 

melindungi dan menutupi. Rasa solidaritas antara anggota keiompok, 

rasa malu apabiia kelompoknya atau institusi dilanda korupsi 

mcmbuat mereka yang tidak lerlibat dalam kasus korupsi berusaha 

unluk melindungi temannya yang terlibat dalam kasus korupsi. 

Sekalipun orang tersebut tidak terlibat senantiasa berapaya untuk 

melindungi dan membela temannya yang dituduh melakukan 

korupsi.^ 

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah 

satunya adaiah dengan melakukan proses penyelidikan yang 

merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam 

membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan Intelijen di setiap 

negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi 

menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik 

Indonesia dan Inteiijen di lingkup Kejaksaan, selain itu ada Intelijen 

yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam 

pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi Intelijen dapal juga 

digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-

kcpcntingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi d£iri 

negara lain, scrta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan 

Ramelan. Op ('it. hal. 3 



(AGHT) yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari 

negara lain.^ 

Kelahanan nasional adaiah agar terciptanya kondisi dinamis 

dari suatu bangsa yang akan memiliki ketangguhan, kculetan, daya 

lahan dan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman, gangguan, 

hambatan dan tantangan. Disinilah arti pentingnya kegiatan intelijen, 

dalam hal ini salah satunya oleh intelijen kejaksaan yaitu melalui 

kegiatan penyelidikan untuk dapal mengantisipasi, mengidentifikasi, 

mendeteksi dan memecahkan berbagai masalah yang menghadang 

bangsa. Intelijen juga sclalu dihadapkan dengan masalah yang serba 

rahasia, samar-samar atau penuh teka-teki. Intelijen selalu bekerja 

dengan penuh rahasia sehingga inteiijen sering disebut dinas rahasia, 

dimana intelijen harus mampu memecahkan masalah yang penuh 

rahasia dan secara rahasia dengan segala resikonya. 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara 

maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang 

bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari 

perencanaan, kegiatan pcngumpulan, kegiatan pengolahan hingga 

kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan 

mengelola data serta fakta apabiia timbul dugaan adanya atau telah 

terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabiia 

Kvi Martanli, OpC i t , hal. 3 
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timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana khusus maka petugas-pelugas intelijen kejaksaan melakukan 

kegiatan operasi intelijen yustisial/pcnyelidikan, guna menenlukan 

apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi 

atau bukan. Dalam hal opcrasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut 

dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah Icrkumpul cukup 

data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan 

berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap 

tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan 

penyidikan. 

Berdasarkan uraian dialas, maka penulis terdorong untuk 

menulis dalam bentuk skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDiS 

TERHADAP INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM 

MENGUNGKAP TER^IADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI." 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dialas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan ini adaiah hal-hal yang bcrkaitan dengan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah peran Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya 

tindak pidana korupsi ? 
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2. Bagaimanakah langkah-Iangkah yang dilakukan oleh Intelijen 

kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan. 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada 

pcnelusuran pcranan Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya 

lindak pidana korupsi dan langkah-Iangkah yang dilakukan oleh 

Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi 

tanpa menutup kemungkinan mcnyinggung pula hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan permasalahan tersebul. 

Tujuan penelitian ini adaiah 

1. Unluk mengetahui dan menjelaskan pcranan Intelijen kejaksaan 

dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-Iangkah yang dilakukan 

oleh Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana 

korupsi. 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

informasi bagi ilmu pengctahiian, khususnya dibidang ilmu hukum 

tcntang kebijakan pidana, sckaligus merupakan sumbangan pikiran yang 

dipcrsembahkan sebagai pengabdian pada Almamater. 
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D. Metode Penelitian. 

Selaras dengan tujuan yang bcrmaksud untuk mengetahui 

pcranan Intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya lindak pidana 

korupsi dan langkah-Iangkah yang dilakukan oleh Inlelijcn kejaksaan 

dalam mcngungkap terjadinya tindak pidana korupsi, maka jenis 

penelitian ini adaiah penelitian hukum normatif yang bersifat desknptif 

(menggambarkan), oleh karenanya lidak bcrmaksud untuk mcnguji 

hipotesa. 

• Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data skunder dititikberatkan kepada 

penelitian kepustakaan {library research) dengan cara mengkaji : 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan 

semua ketentuan peraturan yang berlaku. 

b) Bahan skunder yaitu bahan hukum seperti terori, hiotesa, 

pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini. 

c) Bahan hukum terticr yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

bahasa, cnsiklopedi dan lain sebagainya. 

• I'eknik pengolahan data 



I I 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna 

mcndapalkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, 

penulis melakukan kegiatan editing yaitu data yang diperoleh 

diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan 

kebenarannya, sehingga Icrhindar dari kekurangan dan kesalaban. 

• Analisa data 

Analisa data dilakukan secara kualilatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang 

bersifat dcskxiptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang Iain untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

E . SISTEMATIKA P E N E L I T I A N 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan 

dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan 

metode penelitian, scrta sistematika penulisan. 

BAB n : Merupakan tujuan pustaka yang berisi paparan tcntang 

Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 



BAB III : Merupakan pcmbahasan yang menggambarkan tentang 

hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum 

yang diangkat. 

BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pcmbahasan yangdi 

Ibrmal dalam kesimpulan dan saran. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Intelijen Dan Tinjauan Tentang Kejaksaan. 

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu intelligent, 

intelligence. Dalam Kamus Inggris Indonesia, intelligent berarti cerdas, 

pandai, sedangkan intelligence berarti kecerdasan, inteligensi, anggota 

intelijen'. Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari 

kata intelgensia, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana 

manusia dengan intelijensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat 

hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan 

mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang 

kemudian intelijensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan 

manusia berusaha agar kemampuan intelijensia atau daya nalar itu di 

ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen 

akhimya manusia berhasil mcngembangkan intelijensia atau daya nalar 

tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen. 

^ John M. Echols dan llasaan Shadily, Kamus tng^ris Indonesia, ET. Gramedia, Jakarta, 
1990, hal. 326 

" Jaksa Agung Muda Intelijen, Pemhekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan, Direklorat 
Ertxluksi dan Sarana Inleli jen, Jakarta, 2006, hal. 2 
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Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta 

dengan dilunjang oleh dana yang memadai dan dilaksanakan dengan 

manajemen yang handal, ilmu intelijen akan terus berkembang dan 

semakin mantap. Ilmu intelijen sangat diperlukan sebagai salah satu alat 

atau cara yang digunakan oleh manusia dalam pemecahan 

permasalahan. Perkembangan ilmu intelijen dipengaruhi oleh manusia 

dan permasalahan yang ada dimasyarakat, karena dalam kehidupan 

manusia selalu ada masalah, dan manusia cenderung bcrfikir untuk 

mencari jalan keluar. 

Pada perkembangan masyarakat saat ini, hampir semua negara 

memiliki organisasi atau badan intelijen yang mandiri, contohnya 

dinegara Indonesia memiliki Badan Intelijen Negara yang disingkat 

(BIN) yang tugas dan wewettangnya bersifat mandiri. 

Tugas dan wewenang Badan Inlelijen Negara salah satunya 

menemukan informasi adanya dugaan sualu tindak pidana yang dapat 

mengancam stabilitas keamanan negara. Intelijen saat ini hamper 

menyentuh seluruh bidang dan seklor kehidupan masyarakat.** 

Intelijen menggunakan berbagai cara untuk mencari jawaban 

tersebut. Cara yang digunakan inlelijen iaiah dengan jalan melakukan 

serangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mcnggali dan mencatat 

semua fakta yang ada sesuai dengan keadaan yang terjadi, data yang 

Ibid 
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berasal dari nara sumber yang dapat d percaya kebenarannya, bahan 

ketcrangan (bakel) atau alat-alat bukti yang diperlukan yang dapat 

mendukung upaya pencarian tersebut. Fakta, data, ketcrangan (baket) 

tersebut harus ada hubungannya dengan pcrsoalan atau masalah yang 

dihadapinya. Dengan berhasil dikumpulkannya fakta, data, bahan, 

ketcrangan (baket) tersebut, kemudian diolah sesuai kemampuan daya 

pikir manusia {intelijensia), maka data tersebut dapat diproses dan 

dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Suatu perkiraan 

inlelijen atau estimasi menghasilkan informasi siap pakai yang akurat 

sebagai produk intelijen yang pada akhimya siap untuk digunakan 

dalam mengambil keputusan. Hasil akhir dari kegiatan pengumpulan 

dan pengolahan data atau baket tersebut adaiah menyediakan informasi 

siap pakai sebagai produk. 

Titik berat intelijen terletak pada kegiatan/aktivitas 

mengumpulkan, menilai dan menganalisis data atau bahan ketcrangan 

yang masih mentah menjadi informasi siap pakai dan atas dasar 

informasi yang siap pakai tersebut, kemudian membuat perkiraan 

intelijen sebagai bahan masukan untuk mengambil suatu keputusan. 

Titik berat intelijen selain sebagai suatu kegiatan/aktifitas yaitu 

memproduksi informasi siap pakai dan membuat estimasi/perkiraan 

keadaan atau ramalan yang akurat dan mampu menjawab pertanyaan 

apa, siapa, dimana, bila, mengapa, dan bagaimana, hal ini perlu dalam 
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pengambilan keputusan. Intelijen dalam pengertian luas itu secani 

anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai 

organisasi; kedua intelijen sebagai kegiatan; ketiga intelijen sebagai 

produk. 

Kekuasaan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik 

Indonesia adaiah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang pcnuntutan scrta kewenangan lain berdasarkan 

Undang-undang (pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan kekuasaan negara 

dilaksanakan secara merdeka dan kejaksaan adaiah bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari kekuasaan Negara tersebut. 

Kejaksaan adaiah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam 

segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi 

dan martabat scrta harkat manusia dan segala hukum. Sebagai alat 

kekuasaan dari pemerintah, Kejaksaan tidak dapat dipisah-pisahkan (en 

en ondelbaar) sehingga dalam tugas pckerjaan para pejabat Kejaksaan 

diharuskan mcngindahkan hubungan hirarkis (hubungan alasan dan 

bawahan) di lingkungan pekerjaan unluk memperoleh kesatuan garis 

hirarkis, maka Jaksa Agung adaiah pcnuntut umum tertinggi yang 



bertugas memimpin dan melcikukan pengawasan terhadap para jalcsa-

jaksa di dalam melakukan pekerjaannya.'** 

Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, 

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan didalam menyelesaikan suatu 

perkara pidana hams memperhatikan norma-norma keagamaan, 

perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 

Tahun 2004). Kejaksaan Negeri sendiri adaiah pelaksana kekuasaan 

Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani teijadinya tindak 

pidana. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota 

yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota. 

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus 

mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang hams dilakukan 

penyidik dari permulaan hingga Icrakhir yang seluruhnya harus 

dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan 

semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulal tersangka disidik, 

kemudian diperiksa perkaranya lalu ditahan, dan akhimya apakah 

tuntutannya yang dilakukan oleh jaksa itu sah atau benar dan tidak 

menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat 

dipenuhi. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

" Marl iman prodjohamidjojo, Kekeuasaan Kejaksaan dan Pcnuntutan, A lumn i , 
Bandung, 1978. hal. 8 



Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan 

wewenang dari kejaksaan, yaitu : 

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

(a) Melakukan pcnuntutan. 

(b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyaral, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 

bersyarat. 

(d) Melakukan penyidikan terhadap lindak pidana tertentu 

berdasarkan Undang-undang. 

(e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 

penyidik. 

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa 

khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan 

untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan : 

a) Peningkatan kcsadaran hukum masyarakat. 

b) Pcngamanan kebijakan penegakan hukum. 
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c) Pengawasan peredaran barang cetakan. 

d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membaliayakan 

masyarakat dan negara. 

e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam Pasal 31 menyatakan 

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang 

terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang 

iayak karena yang bersangkulan tidak mampu berdiri sendiri atau 

disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, 

lingkungan atau dirinya sendiri. Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan 

penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, 

dan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 

kepada instansi pemerintah lainnya. 

B. Pengertian Tindak Pidana. 

Secara bahasa, istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari 

bahasa Bclanda ^"strafrechr.'' Tidak ada batasan baku mengenai 

dcllnisi hukum pidana ini. Taminlang mengatakan bahwa kata-kata 

" Moeljalno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 2000. hal. 10 
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hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu 

pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli 

memiliki perbedaan." 

Soesilo mengatakan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan 

dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan- perbuatan yang 

dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabiia dilakukan 

atau dialphakan, maka orang yang melakukan atau mengalphakan 

tersebut akan mendapat sanksi atau hukuman.'^ 

Moeljatno memberikan suatu pengertian bahwa hukum pidana 

merupakan bagian dari semua keseluruhan hukum yang berlaku disuatu 

negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : ''̂  

1. Menenlukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut. 

2. Menenlukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicanlumkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabiia ada orang yang disangka melanggar aturan 

p. A. I'. Laniinlang, Dasar-dasar l l uh tm Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1990, 

hal. .30 
Ibid 
Moclyaino, OP Cit, hal. 205 
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tersebut. 

Pompc mengartikan hokum pidana sebagai seluruh aturan 

ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapal dihukum 

dan aturan pidananya, sedangkan dalam Kamus umum Bahasa 

Indonesia'^, memberikan arti hukum pidana yaitu hukum mengenai 

perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa. Ditinjau dari 

sifatnya Hukum pidana merupakan hukum publik, yaitu mengatur 

hubungan antara individu dalam suatu masyarakat hukum, yakni negara 

atau daerah-daerah didalam negara. Sifatnya sebagai hukum publik 

nampak jelas dari kenyataan-kenyataan yaitu : 

1) Bahwa sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu 

telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya, dan 

2) Bahwa pcnuntutan menurut hukum pidana itu tidak diganlungkan 

pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh orang lain. 

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik tidak serta-merta 

melekat begitu saja. Dahulu hukum pidana lebih bersifat privat (sipil), 

karena apabiia seseorang melakukan suatu kejahatan terhadap orang 

lain, maka orang atau keluarga ataupun suku bangsa orang yang menjadi 

W. J. S. I'oerwadaminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Dalai Pustaka, Jakarta, 
1983, hal. 87 
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korban ini diperkenankan membalas dendam kepada orang yang telah 

merugikannya itu. Prinsip yang dipakai adaiah "darah dibalas dengan 

darah", sehingga tidak dapat dielakan, bahwa pada saat itu banyak 

terjadi suatu pembunuhan besar-besaran diantara suku bangsa yang satu 

dengan yang lain. 

Lambat laun oleh karena diketahui bahwa hal tersebut sangat 

merugikan suku-suku bangsa itu sendiri, maka seiring dengan 

perkembangan terbentuknya organisasi masyarakat berupa negara, 

kepentingan-kepentingan yang dianggap sebagai kepentingan bersama 

harus pula diatur oleh Negara, sehingga apabiia terjadi pelanggaran 

terhadap kepentingan peroraugan yang merugikan kepentingan individu 

itu sendiri, maka pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran 

yang merugikan kepentingan masyarakat, dan hanya negara-lah yang 

diberi kekuasaan untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada 

orang-orang yang telah berbuat pelanggaran-pelanggaran itu. Demikian 

maka hukum pidana yang tadinya bersifat privat (sipil) sekarang 

menjadi bersifat umum dan menjadi hukum publik.'^ 

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan 

menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan 

terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai 

kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka mcmenuhi kcbuluhan dan 

Ibid 
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kepentingan im, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan 

perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain, hukum 

memberikan batasan-batasan sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya 

berbuat dan bertingkah laku. Fungsi yang demikian ini terdapat pada 

semua jenis hukum termasuk pada hukum pidana. Oleh karena itu, 

flingsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hokum pidana. 

Sedangkan secara khusus hukum pidana berfiigsi sebagai berikut 

1. Melindungi kepenlingan hukum dari perbuatan yang menyerang 

atau memperkosanya, 

2. Memberi dasar atau legitimasi bagi negara dalam rangka 

menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hukum 

yang dirindungi, dan 

3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka 

menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hokum 

yang dilindungi.'^ 

Demikian bahwa tujuan dari hukum pidana adaiah 

menghindarkan, menakut-nakuti, memperbaiki, menyingkirkan pelaku 

kejahatan, dan menjaga ketertiban hukum. Kansll dalam bukunya 

Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia'**, membagi hukum 

pidana sebagai berikut: 

" ibid 

"* Adatni Chazami, Pe/ajuran Hukum Pidana, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2005. hal. 59 
" C. S. T. Kansil, Pcn^aniar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Dalai Pustaka, 

Jakarta, hal.78 



Hukum pidana obyektif (ius poenale), adaiah semua peraturan 

yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran 

mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum 

pidana obyektif dibagi menjadi : 

• Hukum pidana materiil, yaitu hukum pidana yang mcngatur 

tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum atau 

mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta 

syarat-syarat bila seorang dapat dihukum. Hukum Pidana 

materiil dibagi lagi menjadi : 1) Hukum pidana umum, yaitu 

hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (kecuali 

anggota militer); 2) Hukum pidana khusus, yaitu hukum 

pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, 

contohnya hukum pidana militer (berlaku bagi anggota 

militer) dan hukum pajak (berlaku bagi perseroan dan wajib 

pajak lainnya). 

• Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang memuat 

peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau 

mempertahankan hukum pidana materiil (disebut hukum acara 

pidana, karena memuat cara-cara untuk menghukum 

seseorang yang melanggar peraturan pidana). 

Hukum pidana subyektif {ius poenendi), adaiah hak negara atau 



alat-alat negara untuk menghukum berdasar hukum pidana 

obyektif. Hukum pidana subyektif baru ada setelah ada peraturan-

peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu. 

Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para 

ahli berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam 

memperoleh pendefinisian tindak pidana sangat sulit. Kata tindak pidana 

merupakan terjemahan dari ^^sirafbaar feif. Perkataan "feit" berarti 

sebagian dari kenyataan atau "ecu gedeelte van werkwlijkheid\ 

sedangkan ^^strajbaar'^ berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah 

strajbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan 

yang dapat dihukum. 

Soesilo memakai istilah peristiwa pidana untuk tindak pidana, 

yaitu sualu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-

undang, yang apabiia dilakukan atau dialphakan, maka orang yang 

melakukan atau mengalphakannya itu diancam dengan hukuman. 

Menurut pompe perkataan strafbaar feit secara teorilis dapat 

dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 

hukum) yang dengan sengaja ataupun lidak dengan sengaja telah 

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 

pelaku tersebut adaiah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 

R. Soesilo, Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (sistem tanya jawab), Politea, Bogor, 
1977, hal. 78 



terjaminnya kepentingan umum. 

Moeljatno memakai istilah "perbuatan pidana" oleh karena 

perbuatan lebih abstrak sehingga Icbih luas dari pengertian tindak pidana 

yang hanya menyangkut konkril. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada 

umumnya lindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 

bahasa latin delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik 

adaiah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang; delik juga mempunyai arti tindak 

pidana. 

Dari pendapat ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahv/a suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana 

apabiia perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalaban. 

2. Bersifat melawan hukum. 

3. Melanggar aturan hukum, dan 

4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
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Tindak pidana dapat digoiongkan antara lain sebagai berikut: 

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak pidana pelanggaran. Unluk 

membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, dipakai 

ukuran kualilatif dan kuantititif. Secara kualilatif, bahwa 

^' P. A. F. U m i n t a n g , O p C i t , hal 91 
" Ibid 
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kejahatan (recht delict) dirasakan oleh masyarakat sebagai 

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan pelanggaran 

(wets delict) adaiah perbuatan yang merupakan tindak pidana 

karena dalam undang-undang menyebutkan sebagai dclik. 

Sedangkan secara kualilatif, bahwa kejahatan dipidana lebih 

berat dari pada pelanggaran. 

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Tindak 

pidana formil adaiah perumusannya menitik beratkan pada 

perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, 

contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan 

(pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiil yaitu tindak pidana 

yang perumusannya menitik beratkan pada akibat dari perbuatan 

itu, contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 

3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak pidana dengan 

Kealphaan. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan (delict 

dolus) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku 

memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, 

termasuk mengetahui limbulnya akibat dari perbuatan tersebut, 

misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan 

tindak pidana dengan unsur kealphaan (delict culpa) merupakan 

tindak pidana yang terjadi semcntara sebenamya pelaku lidak 

bcrkeinginan untuk melakukan perbuatan Icrsebut, demikian 



dengan akibat yang dilim julkannya atau tidak adanya dugaan-

dugaan yang diharuskan oteh hukum dan penghati-hatian oleh 

hukum misalnya : karena kealphaannya menyebabkan matinya 

orang (pasal 359 KUHP). 

4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. Tindak pidana 

aduan yailu tindak pidana yang hanya dapat dituntut, diproses, 

dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, anggota 

keluarga, dan atau orang yang dirugikan. Tindak pidana aduan 

ada dua yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana 

aduan relatif. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang dapat 

dituntut, diproses, dan dapat diadili walaupun tidak ada 

pengaduan. 

5. Tindak Pidana Berlangsung Terus dan Tindak pidana tidak 

Berlangsung Terus. Tindak pidana berlangsung terus merupakan 

tindak pidana yang terjadinya berlangsung tcrus-menerus, 

misalnya : merampas kemerdckaan seseorang (Pasal 333 

KUHP). Tindak pidana tidak berlangsung terus atau tindak 

pidana yang berlangsung habis, yaitu tindak pidana yang selesai , 

pada sualu saat, misalnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 

6. Tindak Pidana sederhana dengan Tindak pidana Dengan 

Pemberatan. Tindak pidana sederhana adaiah lindak pidana 

dalam bentuk pokok tetapi lidak ada keadaan yang 
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memberatkan, misalnya : penganiayaan (Pasal 351 KUHP). 

Tindak pidana dengan pemberatan merupakan tindak pidana 

dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, 

misalnya : pencurian pada waktu malam (pasal 363 KUHP). 

7. Tindak Pidana Tunggal dengan Tindak Pidana Berganda. Tindak 

pidana tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terjadi cukup satu 

kali perbuatan, misalnya : pembunuhan (Pasal 338 KUIiP). 

Tindak pidana berganda yaitu lindak pidana yang baru dianggap 

terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya: penadahan (Pasal 

481 KUHP). 

8. Tindak Pidana commisionis, Tindak Pidana Commissionis, dan 

Tindak Pidana Commisionis per Ommisionis Commisa. Tindak 

pidana commissionis merupakan tindak pidana yang berupa 

pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang, 

misalnya : penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana 

ommissionis merupakan pelanggaran teradap keharusan yang 

diadakan undang-undang, misalnya : tidak menolong orang 

dalam keadaan bahaya (pasal 531 KUHP). Kemudian yang 

dimaksud dengan tindak pidana commissionis per ommissionis 

commisa yaitu pelanggaran terhadap larangan yang diadakan 

undang-undang tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau 

tidak melakukan sesuatu yang merupakan suatu kewajibannya. 
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misalnya : seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak 

memberi susu (Pasal 338 dan pasal 340 KUHP), dan; 

9. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Tindak pidana 

umum adaiah lindak pidana yang perumusannya diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana Khusus 

merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam 

undang-undang lain, misalnya : Tindak Pidana Korupsi. 

Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penyidikan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi, Istilah korupsi 

pertama kali hadir dalam khasanah hukum di Indonesia dalam 

Peraturan penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang 

peraturan pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dan diumumkan 

pada tanggal 16 April 1958 dalam berita negara nomor 40/1958 

khususnya Pasal 1 bahwa perbuatan korupsi terdiri atas perbuatan 

korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya, dalam penjelasan Pasal 

tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan korupsi pidana adaiah 

perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu 

pelanggaran atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu badan yang secara langsung atau lidak langsung merugikan 

keuangan alaii perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu 
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badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum 

lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran 

masyarakat, kejahatan korupsi ini dilakukan dengan cara 

menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 

Kemudian dimasukkan pula dalam undang-undang Nomor 

24/Prp/I960 tcntang Pengusutan Pcnuntutan dan pemeriksaan Tindak 

Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan 

oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 

digantikan oleh undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan berlaku 

efektif mulai paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) 

dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 

tanggal 21 Nopember200I pengertian korupsi dalam Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2001 adaiah masih sama dalam Undang-undang 

nomor 3 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) yaitu .setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain untuk suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian ^negara dipidana penjara dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkal 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling scdikit 

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
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Pengertian korupsi mengalami perkembangan sesuai dengan 

perkembangan yang ada di masyarakat dengan munculnya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971, pengertian korupsi mengalami 

perkembangan karena adanya beberapa pasal di dalam KUHP yang 

dimasukkan dalam ketentuan Undang-undang tersebul. Pengertian dari 

perbuatan korupsi tercantum dalam Pasal I ayat (1) dan ayat (2), untuk 

ayat (1) yaitu: 

1) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang 

secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan 

negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut 

disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan 

negara atau perekonomian Negara; 

2) Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempalan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapal 

merugikan Negara; 

3) Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 

210, 387,415,416,418,419,420,423,425, 435 KUHP. 

4) Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 

seperti dimaksud Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan 
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atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau oleh si 

pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau 

kedudukan itu. 
\ 

5) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji 

yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam Pasal 418, 419, 

420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut 

kepada pihak yang berwajib, dan Ayat (2) Barangsiapa 

melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan 

tindak pidana tersebut dalam ayat (1), a,b, c, d, e pasal ini. 

Sedangkan undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 melihat dari 2 (dua) segi tindak pidana 

korupsi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud 
TT 

korupsi aktif adaiah sebagai berikut: 

1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara (pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999). 

2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

M. Dawam Rahardjo, Menyikapi Korupsi. Kolusi, Jan Nepotisme, Aditya Media, 
Yogyakarta, 1999, hal. 140 ' 



34 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara 

(Pasa! 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). 

3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai Negeri dengan 

mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan 

atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji 

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). 

4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya (Pasal 5 ayat (t) huruf a Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001). 

5) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara 

Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak 

dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat ( I ) huruf b Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001). 

6) Memberi atau menjanjikan kepada Hakim dengan maksud untuk 

mempcngaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 

T ahun 2001). 
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7) Pcmborong, ahli bangunan yang pada waktn membuat 

bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu 

menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang 

yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau 

keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat ( I ) 

huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001), dan 

8) Setiap orang yang bertugas mcngawasi pembangiman atau 

pcnyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan 

curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) 

huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). 

Sedangkan Korupsi Pasif sebagai berikut: 

1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima 

pemberian atau janji karena berbuat atau tidak bertentangan 

dengan kewajibannya (Pasal 5 ayal (2) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001). 

2) Hakim atau Advokad yang menerima pemberian atau janji untuk 

mempcngaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili atau untuk mempcngaruhi nasehat atau pendapat 

yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan 

kepada pengadilan unluk diadili (pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001). 
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Orang yang menerima menyerahkan bahan dan kepcrluan 

Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang -

Nomor 20 Tahun 2001). 

Bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang 

menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan 

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah 

atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (pasal 11 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001), dan 

Bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang 

menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, 

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan 

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu daiam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya atau sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya (pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001). 



Delik korupsi yang dirumuskrn daiam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dikciompokkan atas : 

1. Delik korupsi dirumuskan normatif (Pasal 2 dan pasal 3). 

2. Delik dalam KUHP pasal 209, 210, 397, 415, 416, 417, 418, 419, 

420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi (pasal 5, 

6, 7,8,9, 10, 11, 12). 

3. Delik penyuapan aktif (Pasal 13). 

4. Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang 

memberikan kualifikasi sebagai delik korupsi (pasal 14). 

5. Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan (pasal 15). 

6. Delik korupsi yang dilakukan diluar tcritori negara Rcpublik 

Indonesia (Pasal 16). 

7. Delik korupsi yang dilakukan subyek badan hukum (pasal 20), 

dan 

8. Pengelompokan tersebut diasumsikan demikian berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan 

Ibid 



BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Peran Intelijen Kejaksaan Dalam mengungkap Terjadinya 

Tindak Pidana Korupsi. 

Seksi intelijen merupakan bagian yang sering bersinggungan 

dengan masyarakat, oleh karena itu seksi tersebut memiliki fungsi 

antara Iain 

a) Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang inteiijen 

berupa pemberian bimbingan dan pembinaan pcngamanan 

teknis. 

b) Penyiapan rencana, pelaksaan dan pengcndalian kegiatan 

intelijen penyelidikan, pcngamanan penggarangan dalam 

rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif 

maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, 

politik, ekonomi, sosial budaya. 

c) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelejen, membina 

dan meningkatkan kemampuan, kclcrampilan, dan intcgrasi 

kepribadian aparat intelijen juslisia, membina aparat. 

38 
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mengendalikan kekaryaan dilingkungan Kejaksaan Negeri 

yang bcrsangkutan. 

d) Pcngamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas saluan kerja 

bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen 

dengan memperhatikan koordinasi kerja sama dengan instansi 

pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan 

aparat intelijen. 

Seksi intilejen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen 

yustisial dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial 

budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan 

penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif. 

Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan 

intelijen yustisial pcnyelidikan, pcngamanan dan penggalangan 

untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan 

serta mendukung operasi justisi mengenai masalah ideologi dan 

sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah 

tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak 

pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran 

kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan 
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dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum, serta 

penanggulangan tindak pidana, hukum dan Narkoba.'^ 

Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan 

kegiatan intelijen yustisial pcnyelidikan pcngamanan dan 

penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman 

dan gangguan serta mendukung opcrasi yustisi mengenai masalah 

investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya 

alam dan pertanahan, penat^gulangan tindak pidana ekonomi, 

korupsi serta pelanggaran zona eksklusif. Subseksi Produksi dan 

sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan dibidang 

produksi berupa laporan berkala, insidentil, dan perkiraan keadaan 

pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan inlegritas aparat 

intelijen dilingkungan Kejaksaan Negeri dan menyelenggarakan 

administrasi intelijen, penyiapan dan pembcrian penerangan serta 

publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan 

Kejaksaan. 

Seks! Intelijen, mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan Penyelidikan, sejak dikeluarkannya surat 

perintah dimulainya penyelidikan. Melakukan pencarian data 

hukum, mencari bukti permulaan. 

~'' Jaksji Agung Muda Inteli jen, Op Cit, hal. 142 
" (bid 
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b. Penganianan/pengawasan,contoh : melakukan kerja sama 

dengan instansi lain, melakukan pcngamanan barang bukti 

agar tidak hilang, melindungi jaksa yang menangani suatu 

perkara agar tidak terancam jiwanya, melakukan pengawasan 

terhadap aliran-aliran kepercayaan (beberapa aliran 

kepercayaan di Sukoharjo diantaranya pangestu, sumarah, 

saptodarmo, ilmu sejati, perhimpunan peri kemanusiaan dan 

mahayana), pengawasan terhadap pengobatan tradisional. 

c. Penggalangan. Misalnya dengan mcnggali informasi bila 

akan ada demo, intelijen akan melakukan pembicaraan 

dengan pihak yang akan melakukan demo agar lercapai jalan 

keluar damai sehingga tidak perlu sampai terjadi demo. 

Intelijen juga mencari indikasi bila kemungkinan demo akan 

mengarah pada terjadinya tindakan pidana, dari aspek 

yustisial. 

Tindakan Awal yang Dilakukan oleh seksi Intelijen Kejaksaan 

Negeri Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada 

dasamya proses penanganan kasus di Kejaksaan dalam bidang 

pidana khusus sama halnya dengan pidana umum. Bedanya dalam 

pidana khusus Kejaksaan dalam hal ini penunlul umum juga 

bcrwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus 
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mcnunggu Iimpahan perkara dari Kepolisian. Kasus yang masuk 

dalam bidang pidana khusus antara lain meliputi kasus K K N 

(Korupsi Kolusi dan Nepotisme), tindak pidana terorisme, tindak 

pidana ekonomi, dan penyelundupan. Dalam kapasitasnya sebagai 

penyelidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan bagian 

Inlelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini. 

Penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang 

9R 

didapat dari luar temuan jaksa, lemuan masyarakat, temuan LSM 

maupun temuan yang didapat oleh bagian Inlelijen sendiri. Setelah 

mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak 

pidana yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana 

korupsi maka dikeluarkan sural perintah dari Kepala Kejaksaan 

Negeri untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan 

informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini 

dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan 

untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang 

dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup 

dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan 

sebelum menuju ke pcnyelidikan terbuka. Apabiia data awal yang 

Ibid 
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didapat dari lapangan temyata mendukung maka dilakukan 

penyelidikan terbuka. 

Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggillah calon 

saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan 

saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima 

ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para 

calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti 

yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk 

mcmbuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak 

kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit 

dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan 

kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang 

disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini 

Kajari yang berbcntuk surat Laporan Informasi Khusus (non pro 

justitia) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus 

tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui 

bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan 

keterangan (Berita Acara Interogasi). Apabiia data dan saksi dalam 

Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose dl 

intern Kejaksaan. 
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Langkah selanjutnya adaiah pemberitahuan kepada Kajati, 

dari Kajati kemudian terbil surat perintah kepada Kajari dengan 2 

(dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemerikaan ke tingkat 

penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus 

tersebut. Apabiia sural perintah menyatakan bahwa proses 

pemerikasaan harus dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera 

melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera 

dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut 

dilakukan oleh seksi pidana khusus. 

Intelijen Kejaksaan Negeri dalam proses pengungkapan 

dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam 

pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini 

pada dasamya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan 

Intelijen.̂ ** 

Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan 

mempunyai arti adaiah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan 

yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan 

dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan 

mengumpulkan data atau bahan keterangan scbanyak mungkin dari 

Hltp://Langkah yang diambil oleh kejaksaan Dalam Mengungkap Korupsi.co.id., 
diakses pada langgal 20 Meii 2015 



berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui 

serangkai£ui kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara 

tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu 
\ 

proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk 

intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan 

atau pimpinan yang bcrwenang sebagai bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan. 

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan Intelijen 

Kejaksaan Negeri adaiah melalui kegiatan secara terbuka dengan 

cara 

a. Elisitasi. Elisitasi adaiah kegiatan dengan teknik 

melemparkan pertanyaan yang bersifat memancing yang 

tanpa disadari oleh obyek, elisitasi Ini biasanya digabung 

dengan cara wawancara yang tanpa disadari oleh pihak lawan 

yang diajak bicara. 

b. wawancara. wawancara ini diadakan melalui teknik tanya 

jawab, dialog dengan nara sumber, yaitu melalui cara dari 

pertanyaan yang secara umum ke khusus dan sebaliknya dari 

pertanyaan khusus kemudian dikembangkan. 

" Ibid 
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c. Observasi. Cara yang dilakukan dalam observasi adaiah 

dengan terjun langsung kelapangan yailu dengan cara 

melakukan peninjauan, pengamatan. Kegiatan observasi ini 

dilakukan dengan tahapan orientasi, observasi, adaptasi, dan 

ekploitasi terhadap semua potensi yang ada dilapangan 

d. Pemolretan. Dalam tahap pemotretan cara yang digunakan 

adaiah memotret abu mengambil obyek gambar yang ada 

dilapangan, terutama sasaran yang diinginkan. 

e. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan 

cara melakukan penelitian terhadap obyek yang ada 

dilapangan atau dengan metode data primer, yang tentu perlu 

didukung oleh data sekunder atau kepustakaan. 

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan Intelijen 

Kejaksaan Negeri adaiah melalui kegiatan secara terbuka dengan 

cara 

a) Sensor. Kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan 

kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen 

atau orang yang dicurigai uuntuk membatasi ruang gerak 

orang tersebut. 

12 Ibid 
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b) Penyadapan. Kegiatan penyadapan dilakukan dengan cara 

nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap 

semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk 

dicurigai. 

c) Mencuri. Kegiatan mcncuri adaiah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan untuk mencuri dokumen 

dengan cara spionase atau mata-mata. 

d) Tanam jaring. Tanam jaring dilakukan dengan cara menanam 

orang atau agen orang yang diberi kepercayaan untuk 

mencari, mencuri data, atau informasi yang diperlukan. 

e) Infiltrasi. Infiltrasi atau penyusupan yaitu dengan cara 

penyusupan ke dalam sarang lawan atau penetrasi dengan 

cara perembesan sarang lawan. 

B. Langkah-Iangkah Yang dilakukan Oleh Intelijen Kejaksaan 

Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam setiap pengungkapan suatu tindak pidana sering 

ditemukan suatu hambatan maupun permasalahan. Termasuk 

Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pengungkapan dugaan tindak 

pidana korupsi. I lambatan-hambatan tersebut adaiah i"̂ "* 

31 
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1. Hambatan dalam Aspek Yuridis : 

(a) Para pelaku Tindak pidana Korupsi dalam melakukan 

suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang 

canggih, sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan 

tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan, 

yaitu merugikan kepentingan bangsa dan negara. Ancaman 

hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan 

diterapkan Icbih ringan terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi, bahkan pelaku tidak jarang dijatuhi vonis bebas 

dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 

Penjatuhan sanksi hukuman tidak membuat jera bagi 

pelaku tindak pidana korupsi. 

(b) Ketentuan perundang- undangan yang dirasakan sudah 

tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat 

dan tidak mendukung tugas dan wewenang kejaksaan 

dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak 

^ ditemukan yaitu dalam KUHAP misalnya aturan dalam 

KUHAP tidak merinci secara khusus, aluran dalam 

KUHAP masih bersifat umum. 



2. Hambatan dalam Aspek Non Yuridis ; 

(a) Faktor Sumber Daya Manusia yang mcmahami kinerja dari 

^ Inteiijen Kejaksaan masih dirasa sangat kurang sekali; 

(b) Faktor Kepemimpinan yang memiliki sifat leadership juga 

dirasa masih sangat sedikit sekali dimiliki oleh Kejaksaan 

Negeri. 

(c) Faktor Terbatasnya Alokasi Dana dalam melakukan 

tugasnya untuk mengungkap suatu perkara korupsi. 

Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen 

Kejaksaan Negeri dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan 

tindak pidana korupsi tersebul, maka cara-cara yang ditempuh untuk 

mengatasinya adaiah sebagai berikut: 

1. Aspek Yuridis. Dalam peranananya terhadap pengungkapan 

dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri melakukan 

koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi selain itu Kejaksaan 

Negeri juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para 

ahli hukum pidana dan tata negara apakah dalam pengungkapan 

kasus lindak pidana korupsi tersebut sUdah sesuai dengan peraturan-

peraturan hukum yang ada, dan untuk mengindari kesalaban dalam 

pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal ini 

Kejaksaan khususnya bagian Intelijen harus pro aktif melakukan 
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fungsi Intelijen yang ada terutama penggalangan (Gal) dengan 

anggota DPR, mengingat Undang-undang adaiah produk potitik dari 

DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang mendukung 

bagi pelaksaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya 

penegakan hukum. Dengan lahimya produk hukum yang bam pada 

akhimya menempatkan KUHAP sebagai lex generalis dimana 

sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan 

dasar dan pcdoman umum dalam penyelcnggaraan penegakan 

hukum. KUHAP sebagai perundang-undangan yang bersifat umum 

{lex generalis) mengandung pengertian bahwa setiap pemndang-

undangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan 

KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal 

yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut 

maka tidak menutup kemungkinan pengaturan yang digunakan 

adaiah dalam perundang-undangan lain tersebul selama tidak 

menyimpang dari KUHAP. 

Aspek Non Yuridis. SDM merupakan faktor penting dalam 

pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan,̂ -

untuk itu tidak tersedianya sDM yang memadai tersebut harus 

diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sebagai berikut: 
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1) Pola perekrutan karyawan yang ada harus transp;iran dan 

dapat dipertanggung jawabkan tanpa harus dengan membayar 

sejumlah uang tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai 

karyawan Kejaksaan; 

2) Sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar 

memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah 

menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling 

jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan 

dan latar belakang pcndidikan seseorang maupun prestasinya, 

namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyal itas 

seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan 

profesionalisme menjadi tcrabaikan; 

3) Sistem pelatihan intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan 

sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi 

peningkatan kualitas dan profcsioanlismenya sehingga akan 

meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan. Untuk 

menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa Leaderchip di 

lingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus sclalu diciptakan 

suatu sistem persaingan yang sehat, profesional dan 

kompelitir, scrta dihilangkan cara pengangkatan pemimpin 
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yang hanya berdasarkan pada kedekatan dan loyalitas 

seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan 

profesionalisme menjadi tcrabaikan. 
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produksi, pergamanan sumber daya pengamanan ekonomi dan 

moneter, pengamanan distribusi dan perdagangan, dan produksi dan 

sarana intelijen. 
\ 

2. Langkah-Iangkah yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan dalam 

mcngungkap terjadinya tindak pidana korupsi terbagi dalam langkah 

yuridis dan langkah non yuridis, yaitu melakukan koordinasi secara 

baik dengan kejaksaan selain itu juga melakukan tukar pendapat 

secara informal dengan para ahli hnkum pidana dana hukum tata 

negara. 

B. Saran 

Dalam perannya dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, 

Kejaksaan memperhatikan standar kerja, tugas, fungsi dan wewenang 

kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dalam menyelesaikan kasus-kasus, khiLsusnya dalam penyelesaian kasus 

lindak pidana korupsi dilaksanakan secara cepat, tcpat, dan tuntas sehingga 

dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tidak berlarut- larut seperti 

yang terjadi pada saat ini 
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